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Lampiran 3 Surat Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Sl A S
RISET, DAN TEKNOLOGI Kampus Universitas Diponegoro

UNIVERSITAS DIPONEGORO " Te:iplz?&‘;i';"i%g?E%i::;}%;‘é‘éi,{‘}%‘gfﬁglg
FAKULTAS HUKUM aman: www.fh.undip.ac.id,Pos-el: fh[aljlive.undip.ac.id.i

Nomor :5)H6UNT.FI/AK/VI2022 9 4 JUN 022,
Lamp. : d
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum
(Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama :  Himan Yuwandhika Gadang Pratama

NIM : 11000118130562

alamat . Perumahan Griya Satria Indah Sumampir Blok P No. 12

nomor HP 1 081227709001

bidang minat : Hukum Tata Negara

Jjudul skripsi . Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor

Pariwisata Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyumas

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

1?;?1 Saraswati, S.H., M.Hum.
1993032002 7%

R viras s
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmpptsp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070.1/444/OL/V11/2022

I.  Membaca 1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tanggal : 29 Juni 2022 ; nomor :
5736/UN7.F1/AK/VI/2022 ; Perihal : Permohonan Riset/Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor
070.1/446/0LN11/2022
Il.  Menimbang :  Bahwa Kebijakan mengenal sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu
dibantu pengembangannya.
11l. Memberikan ljin Kepada :

Nama : HIMAN YUWANDHIKA GADANG PRATAMA

Alamat : Perum Griya Satria Indah Blok P 12 Kel. Sumampir RT 002 RW 007 Kec. Purwokerto Utara
Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah

Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Oleh Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

Bidang : Hukum

Lokasi Penelitian : DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas

Lama Berlaku : 3Bulan

Penanggungjawab : Prof. Dr Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Pengikut i

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari
pejabat yang berwenang.

c.Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang
berwenang.

d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten
Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten
Banyumas.

Purwokerto, 06 Juli 2022

E "E Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

an. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
o, E AMRIN MA'RUF,S.Sos.M.Si
E'_ - NIP. 19720530 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.:
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2 Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3.Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4_Kepala DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah diandatangani secara elekironk menggunakan sertfikal elekironik yang diferbitkan oleh BSIE
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